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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

—_

bahwa standar operasional prosedur merupakan salah
satu instrumen untuk mewujudkan tata laksana
pemerintahan yang baik, menciptakan ketertiban
penyelenggaraan operasional dan administrasi,
meningkatkan kualitas pelayanan Badan Siber dan Sandi
Negara;

bahwa berdasarkan adanya perubahan organisasi dari
Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi
Negara, perlu mengatur mengenai penyusunan standar
operasional prosedur di lingkungan Badan Siber dan
Sandi Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan

Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan
Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI
NEGARA.

Pasal 1
Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua
unit kerja dalam menyusun standar operasional prosedur

yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2
Setiap unit kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
harus menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 3
Pedoman penyusunan standar operasional prosedur
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Pasal 4
Standar operasional prosedur bersifat dinamis dan dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

unit kerja.

Pasal 5

(1) Standar operasional prosedur ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Badan
Siber dan Sandi Negara melalui Sekretaris Utama Badan
Siber dan Sandi Negara.

(3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap standar
operasional prosedur, pimpinan unit kerja harus
menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala
Badan Siber dan Sandi Negara melalui Sekretaris Utama

Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 6
Standar operasional prosedur Lembaga Sandi Negara yang
telah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku,
wajib disesuaikan dengan Peraturan Badan ini dalam waktu
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan

ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di
Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi
Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 632),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2019

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Salah satu area perubahan yang menjadi sasaran dalam reformasi
birokrasi adalah perubahan tata laksana organisasi kementerian/lembaga/
pemerintah daerah. Bentuk nyata perubahan tata laksana ini adalah
terwujudnya standar operasional prosedur (SOP) yang mampu menjadi
landasan dalam pelayanan publik yang lebih optimal. Penyusunan SOP
merupakan salah satu upaya yang tepat dalam rangka mewujudkan
reformasi birokrasi dan mencapai kepemerintahan yang baik. Penyusunan
SOP di setiap unit kerja memang dapat membantu pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat untuk semakin efektif dan efisien, namun hal tersebut
akan tercapai apabila penyusunan SOP dilakukan dengan baik dan tepat,
dilaksanakan dengan baik sesuai komitmen dari setiap unit kerja, dan
dalam pengawasan yang baik pula.

Seiring dengan perubahan Lembaga Sandi Negara menjadi Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka terdapat penambahan fungsi baru
yaitu bidang siber. Penambahan fungsi ini merupakan amanat yang
diberikan oleh Presiden kepada BSSN. Oleh karena itu untuk memastikan
setiap personil pada unit kerja BSSN menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik, maka diperlukan suatu instrumen yang dapat dijadikan
sebagai pedoman dalam bekerja. Instrumen yang dimaksud tersebut yaitu

berupa SOP.
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